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ABSTRACT 

 
The government is currently implementing an e-government system to provide services to the community using 

technology. E-government or electronic government is the use of information technology by the government to provide 

information and services to its citizens. Presidential Instruction No. 3 of 2003 concerning national policies and 

strategies for e-government development and Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 95 of 2018 

concerning Electronic-Based Government Systems are the legal basis for designing SPBE in Indonesia. The 

application of e-government at the Directorate General of Immigration can be seen in its centralized services using 

SIMKIM. This research uses a qualitative approach with descriptive analysis method. In the discussion this research 

has been based on the selection of research problems related to the suitability of e-government design in SIMKIM at 

the Directorate General of Immigration based on Presidential Instruction No. 3 of 2003 and Presidential Decree No. 

95 of 2018 and the implementation of e-government at the Directorate General of Immigration according to the stages 

of the Deloitte and Touche framework. The results of the discussion stated that the implementation of e-government 

at the Directorate General of Immigration was in accordance with the two regulations and the Director General had 

entered the second stage based on the Deloitte and Touche framework. It is hoped that this research can be used for 

further research development. 

Keywords: E-Government, Framework Deloitte and Touche, Immigration Management  

                        Information System 

 

ABSTRAK 
 

Pemerintahan ini tengah mengimplementasikan sistem e-goverment untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat 

dengan menggunakan teknologi. E-government atau electronic government adalah penggunaan teknologi informasi 

oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 

tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government dan Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan dasar hukum perancangan 

SPBE di Indonesia. Penerapan E-government pada Direktorat Jenderal Imigrasi terlihat pada pelayanan terpusatnya 

yang menggunakan SIMKIM. Penelitaian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. 

Dalam pembahasan penelitian ini sudah didasarkan dengan pemilihan masalah peneliti terkait kesesuaian perancangan 

e-government dalam SIMKIM pada Direktorat Jenderal Imigrasi berdasarkan Inpres No. 3 Tahun 2003 dan perpres 

No. 95 Tahun 2018 dan penerapan e-government pada Direktorat Jenderal Imigrasi menurut tahapan framework 

deloitte dan touche. Hasil dari pembahasan tersebut disebutkan bahwa penerapan e-government pada direktorat 

jenderal imigrasi sudah sesuai dengan kedua peraturan tersebut serta dirjenim sudah memasuki pada tahapan kedua 

berdasarkan framework deloitte dan touche. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan untuk pengembangan penelitian 

berikutnya. 

Kata kunci: E-Governmet, Framework Deloitte dan Touche, Sistem Informasi Manejemen Keimigrasian 

(SIMKIM). 
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PENDAHULUAN 
Belakangani inii kualitasi bangsai Indonesiai 

selalui menunjukani peningkatan, mulai darii 

peningkatani dalami pembangunani infrastrukturi 

sampaii meningkatnyai ekonomi negara. Selaini itu, 

padai sektori pemerintahani turuti menciptakani 

inovasii yangi baru. Pemerintahani kinii tengahi 

mengimplementasikani sistemi e-govermenti untuk 

memberikani pelayanani bagii masyarakati dengani 

menggunakani teknologi. E-governmentii atauii 

electronicii governmentii adalahii penggunaanii 

teknologiii informasii olehii pemerintahii untukii 

memberikanii informasiii danii pelayananii bagiii 

warganya (Indrajit, 2006). Berdasarkani riseti Heeksi 

tahuni 1999, kinerjai lembagai pemerintahan di 

negarai berkembangi mengalamii ketidakefisienani 

dikarenakani masihi banyaki kegiatan ilegali yangi 

dapati dilakukani sepertii pungutani liar, pemasukani 

dani pengeluarani uang yangi tidaki dilaporkan, 

layanani publiki yangi tidaki optimal, dani laini 

sebagainya. Dalam literaturi ditemukani bahwai 

fokusi implementasii e-governmenti dii negarai 

berkembang, termasuki Indonesia, adalahi padai 

transparansii dani perangi terhadapi korupsii (Yusuf, 

2007). 

Implementasii e-governmenti memiliki 

beberapai tujuani dani sasarani yangi sesuai dengani 

prinsip-prinsipi antarai laini (Jurnal Nasional 

Pendidikan Teknik Informatika, 2013) Peningkatani 

pemberiani layanani pemerintah, Pemberdayaani 

masyarakati melalui aksesi yangi lebihi besari untuki 

mendapatkani informasii darii pemerintahi dan 

kemampuani untuki dapati berinteraksii dani 

berpartisipasi, Keberhasilani dalam transparansii dani 

akuntabilitasi yangi lebihi tinggii darii pemerintah, 

Peningkatan hubungani internali antarai pemerintahi 

dani pengirimani elektroniki warga. Berdasarkan 

prinsip-prinsipi tersebut, pengembangani e-

governmenti adalahi untuki memberikan kesempatani 

kepadai masyarakati dani sektori swastai untuki 

mengaksesi layanan pemerintahi melaluii pemberiani 

layanani yangi terintegrasi, efektifi dani efisieni dii 

mana saja, kapani sajai dani dalami bentuki yangi 

nyamani melaluii penggunaani interneti dan salurani 

laini sepertii ponsel, dani laini sebagainyai (Jurnal 

Nasional Pendidikan Teknik Informatika, 2013). 

Beberapai contohi penerapani e-governmentii 

adalahii e-budgeting, e-procurement, e-audit, e-

catalog, e-payment, e-controlling, bahkani hinggai e-

health. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik mendefinisikani pelayanan publiki 

sebagaii berikut. Pelayanani publiki adalahi kegiatani 

ataui rangkaiani kegiatan dalami rangkai pemenuhani 

kebutuhani pelayanani sesuaii dengani peraturani 

perundang-undangani bagii setiapi wargai negarai 

dani penduduki atasi barang, jasa, dan/atau 

pelayanani administratifi yangi disediakani olehi 

penyelenggarai pelayanani publik. Konsepi 

pelayanani publiki (Hidayat, 2010) dalami e-

governmenti relatifi sederhana, tetapi prinsipnyai 

adalahi sebelumi dielektronikkan, secarai manuali 

telahi terstandarisasii segala sesuatunya, termasuki 

keterlibatani pihaki ketiga. Implementasii konsepi e-

government menjadii lebihi kompleks, karenai padai 

saati yangi bersamaani menstandarkani prosedur 

manual, dani sekaligusi mengeletronikkannya. 

Dalami hali pelayanani informasi, maka otomasii dani 

sistemi pelayanani dapati disatukani dalami satui 

kesatuani pemahamani dan bahasan. Sistemj e-

governmentI iniI tidakI hanyaIberdampaki bagiI 

masyarakat, tetapii jugaI bagiI pemerintahI ituI 

sendiri. SistemI e-governmentI dapatI mendukungI 

kinerjai pemerintahI dalamI bidangI governmentI toI 

business, governmentI toI citizen, governmentI toI 

government, danI governmentI toI employees.  

Adapuni strategii pemerintahi dalami 

menerapkani sistemi e-governmenti adalahi sebagai 

berikuti (Sita, 2018):  

1. MengembangkanI sistemI pelayananI yangI 

dapatI terjangkauI olehI masyarakatI luasi dani 

dapati digunakani denganii handali dengani caraI 

pemerataanI jaringani komunikasiI yangI mataI 

diI seluruhI wilayahI Indonesia. 

2. Menatai sistemi sertai prosesi kerjaii pemerintahii 

secaraii holistikii denganii carai menyiapkanii 

SDMii yangii ungguli dani pahami mengenaii 

teknologi.  

3. Memanfaatkanii sistemi teknologiii informasiii 

dani komunikasiii secaraii optimali denganii caraii 

memberikanii informasiii secaraii lengkap. 

4. Meningkatkanii peranii darii duniaii usahaii dani 

mengembangkanii industrii telekomunikasiii danii 

teknologiii informasi. 

5. Melaksanakanii pengembanganii secaraii 

sistematikii dengani tahapanii yangii terukur sertai 

realistikii yaituii melaluiii tahapanii persiapan, 

pematangan, pemantapan, dan pemanfaatan.  

Cita-citaI pemerintahI dalamI goodIi andI 

openI governmentI sertaI strategi penerapannyaI diIi 

IndonesiaI hanyaI bisaI terwujudI apabilaI semuaI 

lapisanI ikutI bekerja. TidakI hanyaI pemerintahI 

yangI memfasilitasinyaI lewatI programI e-

government, akan tetapiI paraI pelakuI industri, 

lembagaI pemerintahI non-kementerianI yangI 

bergeraki dii bidangI risetI danI kitaI sebagaiI 

masyarakatI jugaI diharapkanI dapatI berkerjaI 

bersama-samaI ikutI berpartisipasiI danI berperanI 

aktifI mendukungI cita-citaI ini.  

Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang 

kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-
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government merupakani sebuahi manifestasiii 

keseriusanii pemerintah dalami penyelenggaraanii 

fungsiii pemerintahanii denganii memanfaatkanii 

kemajuani Teknologiii Informasiii (TI).  Melaluiii 

Instruksiii Presidenii tersebutii pemerintahi 

menginstruksikanii kepadaii beberapaii pejabatii 

lembagaii pemerintahanii termasuki gubernurii danii 

bupati/walikotaii untukii mengambilii langkah-

langkahii demii terlaksananyaii e-governmentii 

secaraii nasional, merumuskanii danii melaksanakanii 

rencanaii tindakii lanjutii danii berkordinasiii 

denganii Menteriii Negaraii Komunikasii danii 

Informasi, danii melaksanakanii instruksiii denganii 

sebaik-baiknyaii (Instruksi Presiden, 2003). 

Menanggapii Instruksiii Presidenii tersebuti 

pemerintahii melaluii Kementeriani Komunikasii 

dani Informasii (Kominfo) i mengeluarkanii 

beberapai dokumenii terkaitii pelaksanaanii e-

governmeniti antarai laini : (1) Dokumeni berisii cetak 

birui (blueprint) i sistemi aplikasii e-governmenti 

bagii pemerintahi daerah; (2) Panduan penyusunani 

rencanai induki pengembangani e-governmenti 

lembaga; (3) Panduan pembangunani infrastrukturi 

portali pemerintah; dan lain-lain. 

Dijelaskanii dalamii Instruksii Presideni No. 3 

Tahuni 2003i bahwaii pengembangani e-

governmentii dilakukanii melaluiii 4i tingkatanii 

yaitui persiapan, pematangan, pemantapan, dan 

pemanfaatan. Dijelaskanii pulaii kondisiii e-

governmentii padaii saati Instruksiii Presidenii 

dikeluarkanii adalahii bahwaii penerapani e-

governmentii dii Indonesiaii sebagianii besarii 

masihii dalamii tahapanii pertamaii yaitui persiapan, 

hanyai beberapai sajai yangii sudahii mencapaiii 

tingkat ikeduai (pematangan), dani belumi ada satui 

puni yangi mencapaii tingkatii ketigaii (pemantapan) 

ii dan/atauii tingkatii keempati (pemanfaatan). 

Meskipuni evaluasii e-governmentii diii Indonesiaii 

dilakukanii secara resmii olehii Kementerianii 

Komunikasiii danii Informasi, namuni sejakii 17i 

tahuni lalu Intruksii Presideni inii dikeluarkani 

hinggaii saatii iniii belumii adaii penelitianii yangi 

memetakanii perkembanganii pelaksaaanii e-

governmentii denganii memperhatikanii 4i tahapanii 

yangii dibahasii dalamii Instruksii Presideni Nomori 

3i Tahuni 2003. Lalu disempurnakani dengani 

dikeluarkannyai Peraturani Presideni Republiki 

Indonesiai Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik bahwai untuk 

mewujudkani tatai kelolai pemerintahani yangi bersih, 

efektif, transparan, dani akuntabel sertai pelayanani 

publiki yangi berkualitasi dani terpercayai 

diperlukani sistem pemerintahani berbasisi 

elektroniki dani untuki meningkatkani keterpaduani 

dani efisiensi sistemi pemerintahani berbasisi 

elektroniki diperlukani tatai kelolai dani manajemen 

sistem pemerintahani berbasisi elektroniki secarai 

nasional. 

Dalami mengimplementasii e-government, 

pemerintahii membutuhkani beberapai tahapanii 

transformasiii yangii dapatii menggunakanii acuanii 

dariii kerangkaii Deloittei & Touchei tahuni 2000i 

(Risnandar, 2014). Namunii saatii iniii 

kementerian/lembagaii barui sampaiii padaii portalii 

tahapii yangii 1 (pertama) dan 2 (kedua), yangi manai 

pemerintah masihi dalami tahapani pembuatan 

iwebsitei sendirii sertai hanyai transaksii duaii arahi 

antaraii pihaki masyarakatii danii pemerintahi 

(Jayanti, 2017). 

 

Gambar 1 Tahapan e-government berdasarkan 

Deloitte &Touche. 

 
Sumber : (Handayani & Kardia, 2010) 

 

Sesuaiii denganii amanatii Undang-Undangi 

Nomori 14i Tahuni 2008i tentang Keterbukaani 

Informasii Publiki dalami mengimplementasikani e-

government Kementeriani Hukumi Dani HAMi 

sudahii melaksanakan, mengembangkanii dani 

memanfaatkanii teknologiii informasiii diii dalamii 

pelayananii kepadaii masyarakat (Iswahyudi & 

Pribadi, 2014). Adapuni sektori pelayanani publiki 

yangi menerapkani e-government dii salahi satui uniti 

eseloni I Kementeriani Hukumi dani HAM, yaitu 

Direktorati Jenderali Imigrasi. 

 Penerapanii E-governmenti padai Direktorati 

Jenderali Imigrasii terlihat pada pelayanani 

terpusatnyai yangi menggunakani Sistemi Informasii 

Manajemeni Kantor Imigrasii ataui yangi biasai 

disebuti SIMKIM. Pasal 1 Ayat 10 UU No 6 Tahun 

2011 tentangi Keimigrasiani berbunyii Sistemi 

Informasii Manajemeni Keimigrasiani adalah sistemi 

informasii dani komunikasii yangi digunakani untuki 

mengumpulkan, mengolah dani menyajikani 

informasii gunai mendukungi operasional, 

manajemen, dan pengambilan keputusani dalami 
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melaksanakani fungsii keimigrasian.  

Sebelum SIMKIM digunakan, fungsi 

keimigrasian masih dalam keadaan paper based test. 

Keadaan tersebut menyebabkan sulitnya pengawasan 

dan pelayanan keimigrasian. Paspor masih rawan 

terhadap tindakan duplikasi yang tidak terlacak oleh 

data sebelumnya dikarenakan berbentuk arsip. 

Perlindungan terhadap WNI diluar negeri pun tidak 

maksimal karena PMI non-prosedural merupakan 

salah satu pekerjaan yang diminati masyarakat. 

Keamanan negara juga masih bisa dibilang belum 

maksimal dikarenakan indonesia belum memiliki alat 

kontrol perbatasan. Kajian awal kebutuhan Sistem 

Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) 

dilakukan pada periode tahun 2002 dan mendapatkan 

respon positif dari pemerintah. Namun 

pengembangan SIMKIM belum dapat terlaksana 

secara utuh karena terkendala minimnya anggaran 

pada Direktorat Jenderal Imigrasi. 

SIMKIMi merupakani buktii nyatai penerapani 

e-governmenti dalami lingkungan Kementeriani 

Hukumi dani HAM. Dalami hali inii SIMKIMi 

termasuki sektori Government to Citizen (G2C) dan 

Government to Government (G2G). Darii sektori 

Governtment to Citizen (G2C) masukii dalamii 

kategoriii yaituii e-governance, e-service, and e-

knowledge dimanaii pemerintahii membangunii danii 

menerapkanii berbagaii teknologiii informasiii yangi 

handali dengani maksudi dani tujuanii untukii 

memperbaikii pelayanani terhadapi masyarakatii 

(rakyat).  

Dengan kataii lain, tujuanii utamaii dariii 

diterapkannyai e-Governmenti bertipei G-to-C 

adalahi untuki menciptakani hubungani yangi lebihi 

dekati antarai pemerintahi dengani rakyatnya. E-

Governmenti bertipei G-to-C dapati memberikani 

aksesi yang mudahii bagiii masyarakatii untukii 

mendapatkanii pelayananii dariii pemerintah. Sebagai 

contoh, Kantori Imigrasii bekerjai samai dengani 

Bandaraii Udaraii Internasionali Soekarno-Hattaii 

danii sejumlahii bank-bankii swastaii membangunii 

jaringanii teknologii informasiii sehinggaii paraii 

turisii lokalii yangii inginii melanglangii buanaii 

dapati membayarii fiskalii melaluiii mesin-mesinii 

ATMii sehinggaii tidakii perluii harusi meluangkanii 

waktuii lebihii awalii danii antreii diii bandaraii udara. 

Dalami sektor Government to Government SIMKIM 

memilikii hubungani pemerintahi dengan pemerintahi 

lainnya. Hubungani inii bertujuanii untukii 

memenuhiii berbagaiii macami informasiii yangii 

dibutuhkanii antaraii instansii satuii dani instansiii 

lainnya, dani juga untukii memperlancarii dani 

mempermudahii kerjasamaii antari instansii yangi 

bersangkutan. Sebagaii contohi terintergrasinyai datai 

kependudukani dengani disdukcapil, datai IMTAi 

dengani kemenakertrans, tni dan kepolisian terkaiti 

pengawasani orangi asing.  

Tujuani darii dibentuknyai SIMKIMi inii 

adalah: 1) untuki memudahkani pengawasan yangi 

menjamini kemudahan, kenyamanani dani kepastiani 

padai masyarakat; 2) memberikani pelayanani yangi 

menjamini kemudahan, kenyamanani dani kepastiani 

pada masyarakat; 3) memfasilitasii kebutuhani datai 

dani informasii keimigrasiani yang dibutuhkani olehi 

instansi-instansii terkait; 4) mempermudahi dalami 

pengawasani kinerja pegawaii (Atma & Hariani, 

2019). 

Padai Direktorati Jenderali Imigrasii sendirii 

terdapati beberapai layanani yangi sudah terintegrasii 

onlinei antarai lain. Paspor, Visa, Layanani Izini 

Tinggal, Informasii Antrian Layanani Paspor, 

Aplikasii Pelaporani Orangi Asing, Layanani 

Pengaduani Masyarakat. Dalami penerapannyai 

layanani keimigrasiani inii mempermudahi dalami 

berbagaii aspek pelayanani karenai direktorati 

jenderali imigrasii yangi sudahi memulaii 

pendigitalisasikan datai yangi memangi sebelumnyai 

masihi berbentuki arsip. Penerapani pelayanani ini 

masihi terusi mengalamii perkembangani yangi 

manai selalui disesuaikani dengan kebutuhani 

pemohoni baiki itui dalami negerii maupuni luari 

negeri. Darii beberapa platformi SIMKIMi yangi ada, 

penelitii akani lebihi berfokusi kepadai Layanani 

Antrian Paspori Onlinei gunai mendeskripsikani 

penerapani E-government menggunakan frameworki 

deloittei dani touchei tersebut. 

 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

deskriptif dengan pendekatan deskriptif analisis yang 

menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi 

dokumentasi dengan mengumpulkan beberapa literatur-

literatur terkait teknologi informasi keimigrasian pada 

beberapa TPI. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bogdan dan 

Taylor, metode penelitian kualitatif merupakan suatu 

prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang serta perilaku yang diamati. Tujuan dari 

penggunaan metode penelitian kualitatif ialah agar hasil 

penelitian dapat tercapai dengan akurat dan sesuai dengan 

harapan. Serta pengoptimalisasian waktu yang efektif pun 

dapat terpenuhi dikarenakan penggunaan metode 

penelitian kualitatif dapat berjalan pada konsep 

penyesuaian fakta di lapangan serta literatur-literatur yang 

ada secara aktual dan sistematis. 

Teknik pengumpulan data dari berbagai sumber 

data sekunder dilakukan secara daring dengan contoh 
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seperti laporan organisasi, buku, jurnal, artikel ilmiah, 

situs resmi organisasi dan pemberitaan di internet. 

 

PEMBAHASAN 
A. Penerapan e-governmenti dalami SIMKIMi 

padai Direktorati Jenderali Imigrasi dilihati 

darii inpresi noi 3i tahuni 2003i dani perpres 

no 95 tahun 2018 

1. Sejarah SIMKIM 

Berasal dari kajian awal kebutuhan 

Sistemi Informasii Manajemeni 

Keimigrasian (SIMKIM) dilakukan padai 

periode tahuni 2002 dani mendapatkan 

respon positif dari pemerintah. Namun 

pengembangan SIMKIM belum dapat 

terlaksana secara utuh karena terkendala 

minimnya anggaran pada Direktorat 

Jenderal Imigrasi. Pada tahun 2003 setelah 

melakukan kerjasama dengan Australia, 

Direktorat Jenderal Imigrasi mendapatkan 

hibah sistemi pencegahani dani 

penangkalan (Cekal). Pengantar Sistem 

Informasii Manajemeni Keimigrasian 

(SIMKIM) 13 sistem pertama yang telah 

terintegrasi dengan rencana pengembangan 

SIMKIM. Sukses dengan sistem cekal, pada 

tahun 2005, sistem pencatatan Visa on 

Arrival (VoA) mulai dilakukan uji coba di 

Bandara Internasional seperti Soekarno-

Hatta, Ngurah Rai dan Batam. Setahun 

kemudian Direktorat Jenderal Imigrasi 

kembali meningkatkan layanan dengan 

memperkenalkan Sistemi Photoi Terpadui 

Berbasisi Biometriki (SPTBB). Penerapan 

SPTBB padai SPRI adalah pengambilan 

foto wajah dan sidik jari pemohon SPRI 

guna memenuhii standari Internationali 

Civili Aviationi Organizationi (ICAO) serta 

nantinya dapati terintegrasii dengani 

rencanai SIMKIM. SPTBB juga membantu 

Ditjen Imigrasi dalam mencegah pembuatan 

paspor ganda atau pemalsuan paspor. Pada 

tahun 2007, sistem e-office mulai 

dikembangkan untuk meningkatkan 

layanan Keimigrasian baik di kantor pusat 

maupun UPT. Dengan sistem e-office 

seluruh pengelolaan data Keimigrasian 

tercatat dengan akurat dan terarsip dengan 

baik. Passenger Movement System (PMS) 

juga telah diujicoba pada Tempat 

Pemeriksaan Imigrasi besar di Indonesia. 

Tahun 2008, Direktorati Jenderali Imigrasi 

memperkenalkan Sistemi Informasii 

Manajemeni Keimigrasiani (SIMKIM) 

sebagai pusat data keimigrasian sekaligus 

mengembangkan sistem Penerbitan Paspor 

RI untuk menggantikan Sistem Photo 

Terpadu Berbasis Biometrik (SPTBB). 

Integrasi Sistem Penerbitan Paspor RI 

(SPRI), Passenger Movement System (PMS) 

dan Enterprise Cekal System (ECS) dalam 

SIMKIM berjalan baik dan telah 

diujicobakan pada 5 (lima) Tempat 

Pemeriksaan Imigrasi besar di Indonesia. 

Pelayanan Keimigrasian hal teknologi 

informasi telah mengalami kemajuan pesat 

karena adanya SIMKIM dan masyarakat 

pun memberikan respon positif terhadap 

layanan-layanan Direktorat Jenderal 

Imigrasi. Untuk meningkatkan infrastruktur 

dan kemampuan SIMKIM, pada tahun 2009 

Direktorat Jenderal Imigrasi membangun 

Disaster Recovery Centre (DRC) sebagai 

backup jika Pusat Data Keimigrasian 

(Pusdakim) mengalami gangguan/error. 

DRC sempat mengalami kebakaran dan 

berhenti beroperasi pada tahun 2014 – 2015. 

Setelah melewati tahap renovasi, akhirnya 

DRC kembali beroperasional dan 

diresmikan kembali oleh Direktur Jenderal 

Imigrasi pada tahun 2016 dan masih 

bertahan hingga saat ini. Seiring dengan 

kemajuan teknologi informasi, Direktorat 

Jenderal Imigrasi melaksanakan kajian 

untuk menganalis dan mengembangkan 

terhadap Sistem Informasi Manajemen 

Keimigrasian (SIMKIM). Grand Desain 

SIMKIM 2.0 dimulai pada tahun 2014 

untuk mengubah arsitektur dan 

pengembangan teknologi. Setelah 

membangun Pusat Data Keimigrasian (Data 

Centre baru) dan pembuatan kebutuhan 

aplikasi baru maka pengembangan aplikasi 

SIMKIM versi 2.0 dimulai pada tahun 2017. 

Ujicoba sistem Dokumen Perjalanan 

Republik Indonesia (DPRI), Aplikasi 

Perlintasan Keimigrasian (APK), Aplikasi 

Izin Tinggal dan Aplikasi Penyidikan dan 

Penindakan Keimigrasian pada SIMKIM 

versi 2.0 pun telah dilaksanakan pada tahun 

2018 lalu di beberapa kantor perwakilan RI 

di luar negeri dan beberapa Kantor Imigrasi 

di Indonesia. Di tahun 2019 ini seluruh 

Kantor Imigrasi di Indonesia akan migrasi 

menggunakan SIMKIM versi 2.0. 

 

2. Strategi Penerapan E-Government 

Setiapi perubahani berpotensii 

menimbulkani ketidakpastian, olehi karenai 
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itu pengembangani e-governmenti perlui 

direncanakani dani dilaksanakani secara 

sistematiki melaluii tahapani yangi realistiki 

dani sasarani  yangi terukur, sehingga dapati 

difahamii dani diikutii olehi semuai pihak. 

Berdasarkani sifati transaksi informasii dani 

pelayanani publiki yangi disediakani olehi 

pemerintahi melalui jaringani informasi, 

pengembangani e-governmenti dapati 

dilaksanakani melaluii 4 (empat) tingkatani 

sebagaii berikut ; sesuai dengan hasil 

wawancara yang diperoleh dari Ibu Maulina 

selaku kepala seksi pengembangan 

direktorat jenderal sistem dan teknologi 

informasi keimigrasian. 

a. Pada tahap persiapan 

1) Dalam tahapan persiapan Ditjen. 

Imigrasi telah membuat laman 

resmi Ditjen Imigrasi yang 

memuat informasi mengenai 

Keimigrasian; 

2) Melakukan pelatihan IT bagi 

pegawai; 

3) Penempatan pegawai latar 

belakang IT pada satuan kerja; 

4) akses aplikasi menggunakan NIP 

guna kemudahan bagi petugas. 

b. Pada tahap pematangan 

Ditjen Imigrasi dalam rangka 

kerjasama dan pertukaran data dan 

informasi keimigrasian telah 

melakukan perjanjian kerjasama 

dengan K/L yang dalam 

implementasinya dilaksankan baik 

secara elektronik maupun non 

elektronik. 

c. Pada tahap pemantapan 

1) Pemanfataan data NIK dari sistem 

Adminduk dalam sistem 

penerbitan paspor; 

2) Interkoneksi sistem pembayaran 

PNBP Keimigrasian dengan 

sistem SIMPONI; 

3) Interkoneksi dengan sistem tenaga 

kerja untuk pemberian izin tinggal 

bagi TKA; 

4) Interkoneksi dengan sistem 

BP2MI untuk validasi PMI; 

5) Interkoneksi dengan BKPM 

untuk pemodal asing. 

d. Pada tahap pemanfaatan 

1) Integrasi dengan sistem Interpol 

untuk pencegahan dan 

penangkalan orang; 

2) Pendaftaran ICAO public key 

directory untuk pembacaan 

paspor elektronik antar negara. 

SPBE dilaksanakan dengan prinsip: 

1. EfektivitasI merupakanI optimalisasiI 

pemanfaatanI sumberI dayaI yang 

mendukungI SPBEI yangI berhasilI 

gunaI sesuaiI denganI kebutuhan.  

2. KeterpaduanI merupakanI 

pengintegrasianI sumberI dayaI yangI 

mendukung SPBE. 

3. KesinambunganI merupakanI 

keberlanjutanI SPBEI secaraI 

terencana, bertahap, danI terusI 

menerusI sesuaiI denganI 

perkembangannya. 

4. EfisiensiI merupakanI optimalisasiI 

pemanfaatanI sumberI dayaI yang 

mendukungI SPBEI yangI tepatI guna 

5. AkuntabilitasI merupakanI kejelasanI 

fungsiI danI pertanggungjawabanI dari 

SPBE 

6. InteroperabilitasI merupakanI 

koordinasiI danI kolaborasiI antarI 

ProsesI Bisnis danI antarI sistemI 

elektronik, dalamI rangkaI pertukaranI 

data, informasi, atau LayananI SPBE. 

7. KeamananI merupakanI kerahasiaan, 

keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan 

kenirsangkalanI (nonrepudiation) 

sumberI dayaI yangI mendukungI 

SPBE. 

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden no 

95 Tahun 2018 Tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik yang 

berbunyi RuangI lingkupI pengaturanI 

dalam PeraturanI PresidenI iniI meliputi: 

1. TataI KelolaI SPBE; 

2. ManajemenI SPBE; 

3. AuditI TeknologiI InformasiI danI 

Komunikasi; 

4. PenyelenggaraI SPBE; 

5. PercepatanI SPBE; dan 

6. PemantauanI danI evaluasiI SPBE. 

Ke enam faktor diatas menjadi pusat 

pembahasan peneliti dalam penelitian ini 

yaitu kesesuaian penerapan e-government 

dilihat dari peraturan presiden tersebut. 

SPBE disini merupakan SIMKIM pada 

direktoratI jenderalI imigrasiI dengan 

mengacu dibawahI naunganI kementerianI 

hukumI danI hak asasi manusa. 
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3. Tata Kelola SIMKIM 

TataI KelolaI bertujuanI untukI memastikanI 

penerapanI unsur-unsurI SPBEI secara terpadu. 

Unsur-unsurI tataI kelolaI meliputi: 

a. Rencana Induk SIMKIM 

Rencana Induk bertujuanI untukI 

memberikanI arahI SPBEI yangI terpaduI 

dan berkesinambunganI secaraI nasional. 

RencanaI IndukI SPBEI NasionalI paling 

sedikitI memuat: 

1) Visi, misi, tujuan, dan sasaran 

SIMKIM; 

a) VISI 

KementerianI HukumI danI HakI 

AsasiI ManusiaI yangI Andal,  

Profesional, Inovatif, danI 

BerintegritasI dalamI PelayananI 

Kepada PresidenI danI WakilI 

PresidenI untukI MewujudkanI 

VisiI danI Misi PresidenI danI 

WakilI Presiden: “IndonesiaI 

MajuI yangI Berdaulat, Mandiri, 

danI BerkepribadianI 

BerlandaskanI GotongI Royong 

b) MISI 

• MenyusunI peraturanI 

perundang-undanganI yangI 

berkualitasI dan melindungiI 

kepentinganI nasional 

• MenyelenggarakanI 

pelayananI publikI dibidangI 

hukumI yang berkualitas 

• MelaksanakanI penegakanI 

hukumI yangI menjadiI 

pendorong inovasi, 

kreativitas, danI 

pertumbuhanI ekonomiI 

nasional,  serta berperanI 

dalamI menjagaI stabilitasI 

keamananI negara 

• MelaksanakanI peningkatanI 

kesadaranI hukum, 

penghormatan, 

perlindunganI danI 

pemenuhanI hakI asasiI 

manusiaI yang berkelanjutan 

• MelaksanakanI tataI laksanaI 

pemerintahanI yangI baikI 

melalui reformasiI birokrasiI 

danI kelembagaan 

2) Arah kebijakan SIMKIM 

a) Pengaman negara 

Turut menjaga stabilitas 

keamanan nasional dengan 

melaksanakan penguatan fungsi 

intelijen keimigrasian, penguatan 

pemeriksaan keimigrasian di 

perbatasan, sinergitas pelaksanaan 

penegakan hukum keimigrasian, 

serta interkoneksi sistem 

keimigrasian Mengedepankan 

upaya pencegahan melalui  

• penguatan fungsi intelijen 

keimigrasian  

• pengawasan keimigrasian 

dalam wadah Timpora  

• penguatan fungsi 

pemeriksaan keimigrasian di 

Perwakilan RI di luar negeri, 

TPI dan PLBN, maupun di 

Unit Pelaksana Teknis 

Keimigrasian. 

Peningkatan kualitas penindakan 

hukum keimigrasian yang bebas 

korupsi, bermartabat dan 

terpercaya dengan menjunjungI 

tinggiI nilai-nilaiI HakI AsasiI 

Manusia 

b) Fasilitator Pembangunan 

Kesejahteraan Masyarakat di 

Bidang Keimigrasian 

Turut mendukung 

pertumbuhan ekonomi yang 

berkualitas dengan 

penyederhanaan birokrasi 

perizinan keimigrasian dan 

peningkatan layanan 

keimigrasian yang 

berkualitas, berbasis 

teknologi informasi 

komunikasi dan 

terstandarisasi secara 

internasional 

Membangun dan 

mengimplementasikan 

inovasi pelayanan dengan  

memanfaatkan teknologi 

informasi, serta memperluas 

jangkauan pelayanan 

keimigrasian kepada 

masyarakat. 

c) Dukungan Manajemen 

Optimalisasi dukungan 

manajemen dalam 

pelaksanaan fungsi 

keimigrasian melalui 

Reformasi Birokrasi, SDM 

berkualitas dan tata kelola 

pola karir yang baik 
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PenerapanI tataI kelolaI 

pemerintahanI yangI baikI 

dengan menitikberatkan pada 

pembinaan dan peningkatan 

kualitasI sumber daya 

manusia, pengelolaanI 

anggaranI yangI efektif, 

efisienI danI akuntabel, dan 

pemenuhan sarana dan 

prasarana 

 

b. Arsitektur SIMKIM bertujuanI untukI 

memberikanI panduanI dalamI pelaksanaan 

integrasiI ProsesI Bisnis, dataI danI informasi, 

InfrastrukturI SIMKIM, Aplikasi SIMKIM, danI 

KeamananI SIMKIM untukI menghasilkanI 

LayananI SIMKIM yangI terpaduI secaraI 

nasional.  

Gambar 2 Arsitektur SIMKIM 

Sumber : Direktorat Sistem dan Teknologi 

Informai Keimigrasian, 2020 

 

Simkim yang terdiri dari aplikasi paspor, visa, 

izin tinggal, perlintasan, nyidakim, rudenim, cekal, 

dll dibangun dengan menganut konsep sistem 

desentralisasi yang disesuaikan dengan 

karakteristik kewilayahan Indonesia sehingga 

diharapkan meminimalisasi tingkat 

ketergantungan dengan pusat data khususnya 

ketika terjadinya gangguan, sehingga pelayanan di 

masing-masing satuan kerja masih dapat berjalan 

sampai dengan tahapan tertentu. 

Masing-masing pegawai dalam mengakses 

simkim telah diberikan akses sesuai dengan 

kewenangan masing-masing sebagai bentuk 

pengamanan sistem keimigrasian. 

Simkim juga telah dilengkapi dengan 

berbagai teknologi pengaman baik secara 

hardware maupun secara software untuk lebih 

menjamin kredibilitas data keimigrasian yang 

dihasilkan. 

c. PetaI RencanaI SPBEI disusun berdasarkan 

ArsitekturI SPBE, Arsitektur SPBE InstansiI 

Pusat, dan RencanaI StrategisI InstansiI PusatI  

dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE. 

SistemI  InformasiI  ManajemenI 

KeimigrasianI adalahI sistemI teknologi  

informasiI danI komunikasiI yangI digunakanI 

untukI mengumpulkan,  mengolah  danI 

menyajikanI informasiI gunaI mendukungI 

operasional, manajemen,  dan  pengambilanI 

keputusanI dalamI melaksanakanI 

FungsiIKeimigrasian. Direktur JenderalI 

bertanggungI jawabI menyusunI danI mengelolaI 

SistemI Informasi ManajemenI KeimigrasianI 

sebagaiI  saranaI  pelaksanaanI  FungsiI  

Keimigrasian  diI dalamI atauI diI luarI WilayahI 

Indonesia, yangI dalamI pengejawantahannya 

yang dilakukan oleh Dit. Sistik beserta 

bidang/seksi/subseksi pada satuan kerja 

keimigrasian terkait dengan teknologi informasi 

dan komunikasi. Simkim dibangun dalam rangka 

mempermudah pelaksanaan tugas pokok tugas dan 

fungsi Ditjenim dan memberikan kemudahan 

dalam pelayanan keimigrasian kepada masyarakat. 

Seluruh satuan kerja keimigrasianI baikI diI 

dalamI maupunI diI luarI negeri ditargetkan sudah 

mengimplementasikan simkim salam setiap 

pelaksanaan pelayanan keimigrasian. 

SIMKIM yang terdiri dari aplikasi paspor, 

visa, izin tinggal, perlintasan, nyidakim, rudenim, 

cekal, dll dibangun dengan menganut konsep 

sistem desentralisasi yang disesuaikan dengan 

karakteristik kewilayahan Indonesia sehingga 

diharapkan meminimalisasi tingkat 

ketergantungan dengan pusat data khususnya 

ketika terjadinya gangguan, sehingga pelayanan di 

masing-masing satuan kerja masih dapat berjalan 

sampai dengan tahapan tertentu. 

Masing-masing pegawai dalam mengakses 

simkim telah diberikan akses sesuai dengan 

kewenangan masing-masing sebagai bentuk 

pengamanan sistem keimigrasian. 

Simkim juga telah dilengkapi dengan 

berbagai teknologi pengaman baik secara 

hardware maupun secara software untuk lebih 

menjamin kredibilitas data keimigrasian yang 

dihasilkan. 

d. RencanaI danI anggaranI SPBEI disusunI sesuaiI 

denganI prosesI perencanaan dan penganggaranI 

tahunanI pemerintah. Simkim direncanakan danI 

dibangun berdasarkan kebutuhan ditjen Imigrasi 

pada setiap tahun anggaran 

e. ProsesI BisnisI bertujuanI untukI memberikanI 

pedomanI dalamI penggunaan data danI 

informasiI sertaI penerapanI AplikasiI SIMKIM, 

KeamananI SIMKIM, dan Layanan SIMKIM. 

SIMKIM yang terdiri dari berbagai macam 

aplikasi telah disesuaikan dengan standar 
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operasional prosedur yang telah ditentukan oleh 

direktorat teknis terkait. 

f. Data danI informasi. Menggunakan dataI danI 

informasiI denganI mengutamakan bagiI pakaiI 

dataI danI informasiI antarI InstansiI PusatI 

berdasarkanI tujuanI dan cakupan, penyediaanI 

aksesI dataI danI informasi, danI pemenuhanI 

standar interoperabilitasI dataI danI informasi. 

DataI danI informasiI SIMKIM terdiri dari data 

demografis dan biografis yang sesuai dengan 

standar ICAO.  Pemanfaatan data keimigrasian 

sekarang sudah tertuju ke instansi lain dengan 

kerjasama bersama dengan bea cukai, BPS, KPK, 

Kemenlu, Kemdagri, PPATK, BNP2TKI, BNPT. 

Bagian SISTIK yang mengelola data dan 

pelaporan ialah subdirektorat pengelolaan data dan 

pelaporan. Data yang dikelola yaitu data 

perlintasan, data izin keimgrasian, dan data 

dokumen perjalanan republik indonesia. Data – 

data tersebut mencakup dalam data pencarian 

interpol, data ekstradisi, data penunggak pajak, 

data perwakilan asing, data pengungkapan kasus 

pidana keimigrasian, daftar pencarian orang 

POLRI/INTERPOL. Dijelaskan pada gambar 

dibawah bahwa data yang sesuai dengan 

standarisasi ICAO dalam pembuatan paspor yang 

diatur dalam Document 9303. 

g. Infrastruktur SIMKIM. Pada umumnya aplikasi 

SIMKIM menerapkan sistem desentralisasi 

dikecualikan untuk biometric matching system; 

data pada aplikasi di daerah selalu dilakukan 

sinkronisasi ke pusat data dalam periode waktu 

tertentu. Jaringan komunikasi yang digunakan 

menggunakan VPN-IP MPLS. MPLSI adalahI 

suatuI metodeI forwardingI (meneruskanI 

data/paket melaluiI suatuI jaringanI denganI 

menggunakanI informasiI labelI yang dilekatkanI 

padaI IP). SehinggaI memungkinkanI suatuI 

routerI akan meneruskanI suatuI paketI denganI 

hanyaI melihatI labelI yangI melekat pada paketI 

tersebut, tanpaI melihatI lagiI alamatI IPI tujuan. 

VirtualI PrivateI Network. IstilahI iniI merujukI 

padaI sebuahI network yangI sebagianI 

diantaranyaI terhubungI denganI jaringanI 

internet, namun laluI lintasI dataI yangI melaluiI 

internetI dariI networkI iniI telahI mengalami 

prosesI enkripsiI (pengacakan). HalI iniI 

membuatI networkI iniI secara virtualI “tertutup” 

(private). 

h. KeamananI SPBEI mencakupI penjaminanI 

kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, 

danI kenirsangkalanI (nonrepudiation) sumberI 

dayaI terkaitI dataI dan informasi, InfrastrukturI 

SIMKIM, danI AplikasiI SIMKIM. UntukI 

menjamin validitas dan integritas data 

keimigrasian ditjen Imigrasi menerapkan 

teknologi pengaman baik secara perangkat keras 

maupun perangkat lunak termasuk didalamnya 

pemanfaatan teknologi VPN-IP MPLS untuk 

menjamin stabilitas komunikasi data antara pusat 

dan daerah 

Undang – Undang No. 6 Tahun 2011; 

PasalI 131 SetiapI orangI yangI denganI 

sengajaI tanpaI hakI danI melawan hukumI 

memiliki, menyimpan, merusak, menghilangkan, 

mengubah, menggandakan, menggunakanI danI 

atauI mengaksesI dataI Keimigrasian, baik secaraI 

manualI maupunI elektronik, untukI kepentinganI 

diriI sendiriI atauI orang lainI dipidanaI denganI 

pidanaI penjaraI palingI lamaI 5 (lima) tahunI danI 

pidana dendaI palingI banyakI Rp500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah); 

Pasal 133 (b) denganI sengajaI 

membocorkanI dataI KeimigrasianI yang bersifatI 

rahasiaI kepadaI pihakI yangI tidakI berhakI 

sebagaimanaI dimaksud dalamI PasalI 67 ayatI (2) 

danI PasalI 68 ayatI (2) dipidanaI denganI pidana 

penjaraI palingI lamaI 5 (lima) tahun;  

PasalI 133 (e) denganI sengajaI danI 

melawanI hukumI tidakI memasukkan dataI keI 

dalamI SistemI InformasiI ManajemenI 

KeimigrasianI sebagaimana dimaksudI dalamI 

PasalI 70 dipidanaI denganI pidanaI kurunganI 

palingI lamaI 6 (enam) bulan.  

Pada Satuan Kerja (Satker) Keimigrasian 

mengacu pada ; 

• Surat DirekturI SistemI danI TeknologiI 

InformasiI keimigrasianI nomor : 

IMI.7.UM.01.01 – 0319 tanggal 15 Februari 

2018 perihal Pengawasan Penggunaan 

Perangkat Sistem Keimigrasian; 

• Surat DirekturI SistemI danI TeknologiI 

InformasiI KeimigrasianI nomor : IMI.7-

TI.03.01-1535 tanggal 15 Agustus 2018 

perihal Pemberitahuan Pengawasan 

Penggunaan Perangkat SIMKIM; 

Best Practice Pemeliharaan dan Pengamanan 

SIMKIM Pada Satuan Kerja (Satker) 

Keimigrasian : 

1. Perangkat yang terhubung dgn kesisteman / 

SIMKIM tidak terhubung dengan jaringan 

lain selain SIMKIM; 

2. Perangkat yang terhubung dengan aplikasi 

SIMKIM tidak boleh dipergunakan untuk 

bermain game, mempergunakan flash disk, 

mendengarkan musik, menonton video dan 

sebagainya;  

3. Melakukan Update Anti Virus secara mandiri 

dan berkala dengan rekomendasi anti virus 
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berbayar seperti NORTON / ESET 32 dengan 

Anti Malware; 

4. Bertanggung jawab terhadap Hak Akses 

kesisteman yang telah diberikan. Kerahasiaan 

hak akses kepada setiap pengguna  untuk 

tidak disalahgunakan seperti diberikan atau 

dipergunakan oleh orang lain yang tidak 

berhak; 

5. Tidak melakukan aktifitas makan dan minum 

di dekat perangkat SIMKIM yang dapat 

menyebabkan kerusakan perangkat tersebut; 

6. Dilakukan pengecekan terhadap perangkat 

pendukung infrastruktur seperti AC pada 

ruang server,  ketersediaan pasokan listrik  

dari UPS dan Genset, termasuk ketersediaan 

bahan bakarnya; 

7. Melakukan pemeliharaan Perangkat 

SIMKIM secara mandiri dengan anggaran 

DIPA Satker masing – masing. 

i. Layanan SIMKIM 

 
Gambar 3 Layanan keimigrasian berbasis website 

Sumber : Direktorat Sistem dan Teknologi 

Informasi Keimigrasian, 2020 

 

Simkim dari sudut pandang layanan administrasi 

pemerintahan berbasis elektronik dibangun terkait 

dengan pengelolaan PNBP Keimigrasian dan 

administrasi persetujuan pelayanan keimigrasian 

dari pusat ke daerah. Simkim dalam rangka 

implementasi layanan public berbasis elektronik 

melalui implementasi aplikasi APAPO, visa 

online, izin tinggal online, APOA, dll 

 

4. Manajemen SIMKIM 

Dit. Sistik dalam melaksanakan tata kelola 

simkim menerapkan teknologi informasi terkini 

untuk pengamana data dan sistem keimigrasian. 

Dan secara berkala melakukan peningkatan 

kapasitas/kapabilitas SDM di bidang IT, serta 

melakukan koordinasi dengan dit teknis terkait 

dalam melakukan pengembangan aplikasi simkim 

guna meminimalisir potensi risiko yang akan 

terjadi. 

 

5. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Untuk menjamin kredibilitas aplikasi simkim 

secara berkala dilakukan audit sistem informasi 

yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran 

yang pelaksanaannya dilakukan oleh pihak ketiga, 

kominfo (indeks KAMI) dan BPK 

 

6. Penyelenggaraan SIMKIM  

UntukI meningkatkanI keterpaduanI 

pelaksanaanI TataI KelolaI SIMKIM, 

ManajemenI SIMKIM, danI AuditI TeknologiI 

InformasiI danI Komunikasi, serta pemantauanI 

danI evaluasiI SIMKIMI nasionalI dibentukI TimI 

KoordinasiI SIMKIM 

SistemI  InformasiI  ManajemenI  

KeimigrasianI  adalahI sistemI  teknologi  

informasiI  danI  komunikasiI  yangI digunakanI  

untukI  mengumpulkan,  mengolah  danI 

menyajikanI  informasiI  gunaI  mendukungI  

operasional, manajemen,  dan  pengambilanI  

keputusanI dalamI melaksanakanI FungsiI 

Keimigrasian. Direktur JenderalI bertanggungI 

jawabI menyusunI danI mengelolaI SistemI 

Informasi ManajemenI KeimigrasianI sebagaiI  

saranaI  pelaksanaanI  FungsiI  KeimigrasianI  di 

dalamI atauI diI luarI WilayahI Indonesia, yangI 

dalamI pengejawantahannyaI yang dilakukan oleh 

Dit. Sistik beserta bidang/seksi/subseksi pada 

satuan kerja keimigrasian terkait dengan teknologi 

informasi dan komunikasi. 

Pada umumnya aplikasi pada simkim 

menerapkan sistem desentralisasi dikecualikan 

untuk biometric matching system; 

pemanfaatan teknologi VPN-IP MPLS 

untuk menjamin stabilitas komunikasi data antara 

pusat dan daerah 

 

7. Percepatan SIMKIM 

DilakukanI denganI membangunI AplikasiI 

UmumI danI InfrastrukturI SPBE Nasional untukI 

memberikanI LayananI SIMKIM. 

1. perencanaan; 

2. penganggaran; 

3. pengadaanI barangI danI jasaI pemerintah; 

4. akuntabilitasI kinerja; 

5. pemantauanI danI evaluasi; 

6. kearsipan; 

7. kepegawaian; dan 

8. pengaduan pelayanan publik. 

Dalam rangka percepatan implementasi simkim di 

ditjen Imigrasi telah dilakukan upaya dan langkah 

dimulai sejak perencanaan kegiatan sesuaiI 

denganI peraturan menteri keuanganI (PMK) yang 

telah ditetapkan, proses pengadaan barang jasa 
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melalui aplikas SPSE yang dibangun oleh LKPP, 

penerapan pengiriman data secara elektronik 

dalam pelayanan keimigrasian, pemberian akses 

pegawai sesuai dengan kewenangannya dan 

interkoneksi dengan K/L lain sebagai upaya 

menjamin kredibilitas data keimigrasian 

 

8. Pemantauan dan evaluasi SIMKIM 

BertujuanI untukI mengukurI kemajuanI danI 

meningkatkanI kualitasI SIMKIM di InstansiI 

PusatI danI PemerintahI Daerah. Dit sistik 

melakukan koordinasi dengan dit teknis terkait 

dalam pengembangan aplikasi simkim sebagai 

bagian untuk mengukur kinerja simkim dalam 

membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

 

B. Penerapan e-government pada Direktorat 

Jenderal Imigrasi menurut tahapan 

framework deloitte dan touche 

Membangun pelayanan jasa yang berfokus 

pada pelanggan adalah proses yang rumit bagi 

pemerintah saat ini. Teknologi yang terus 

berkembang dan tuntutan administrasi baru akan 

menantang kemampuan manajemen untuk secara 

jelas menilai lingkungan mereka dan 

menjalankan strategi mereka. Temuan penelitian 

ini mengungkapkan bahwa pemerintah sedang 

membangun jalan menuju masa depan yang 

didorong oleh kebutuhan pelanggan, 

dimungkinkan oleh staf yang cakap dan 

didukung oleh teknologi front-office dan back-

office.  

Ketika pemerintah membuat perubahan 

dalam langkah menuju e-Government, banyak 

tantangan akan diselesaikan, tetapi langkah itu 

tidak akan bebas dari hambatan. Beberapa akan 

berada dalam kekuasaan pemerintah untuk 

merencanakan dan mencegah, sementara yang 

lain akan lebih sulit untuk diidentifikasi dan 

diperbaiki. Terlepas dari jenis atau ukuran 

pemerintah, mereka yang mengambil pandangan 

dari operasi layanan pelanggan mereka - dari 

karyawan ke teknologi, dari etalase ke back-

office dan melintasi batas-batas pemerintah 

tradisional - akan lebih siap untuk memberikan 

pelanggan mereka nilai lebih besar.  

Namun, kesiapan tidak secara otomatis 

menyamakan dengan tingkat kesuksesan masa 

depan yang tinggi dan luas. Memiliki perhatian 

besar pada titik-titik di mana pelanggan 

berinteraksi langsung dengan mereka, 

pemerintah telah menyadari keuntungan 

substansial dalam aksesibilitas, volume layanan, 

dan data operasi, tetapi telah membuat lebih 

sedikit langkah dalam pengurangan keseluruhan 

biaya administrasi, keluhan pelanggan dan 

karyawan, menandakan kelemahan potensial 

dalam proses bisnis mereka.  

Pindah ke era e-Government, kita melihat 

pemerintah memikirkan kembali interaksi 

mereka dengan warga negara mereka ketika 

mereka mulai menyadari bahwa pendekatan 

perusahaan terhadap layanan pelanggan 

memberikan hasil terbaik. Cara di mana 

pemerintah bekerja untuk meningkatkan layanan 

pelanggan mereka adalah di mana ada adalah 

ruang paling banyak untuk diperdebatkan. 

Apakah jawabannya proses yang lebih baik, 

orang yang lebih baik atau teknologi yang lebih 

baik? Hasil penelitian saya menunjukkan bahwa 

ini adalah keseimbangan yang rapuh dari semua 

ini. Teknologi adalah kunci - tetapi bukan tanpa 

individu yang terlatih menggunakannya. 

Pelatihan dan perekrutan yang lebih baik sangat 

penting - tetapi bukan tanpa mempersenjatai 

karyawan dengan alat teknologi yang kuat untuk 

melakukan pekerjaan mereka. Dan keduanya 

tidak akan bekerja tanpa proses bisnis yang 

efisien yang masuk akal dan membantu 

pemerintah untuk lebih melayani pelanggan 

mereka. 

1. Daftar Periksa Untuk Perencanaan E-

Government 

Kemajuan sama sekali tidak dijamin - 

dan tidak akan terjadi dalam semalam. 

Seperti halnya inisiatif revolusioner, selalu 

ada lawan yang tabah, baik yang berwujud 

maupun tidak berwujud, yang bekerja 

melawan perubahan pada konvensi 

kelembagaan. Sepanjang kontinum e-

Government, pemerintah dapat 

mengharapkan tidak hanya interval 

stabilitas, di mana investasi mereka 

menghasilkan manfaat yang terukur, tetapi 

juga periode pertikaian, di mana berhasil 

mencapai tahap berikutnya mungkin 

tampak hampir mustahil. Mendekati e-

Government dengan pandangan perusahaan 

yang luas tentang operasi dan kepatuhan 

terhadap filosofi pemberian layanan yang 

berpusat pada pelanggan akan memandu 

pemerintah melalui masa-masa sulit yang 

pasti akan terjadi. Hasil penelitian kami 

menunjukkan bahwa sebagian besar 

pemerintah setidaknya pada tahap 1 

(penerbitan dan penyebaran informasi). 

Karena upaya terbaru mereka dalam 

rekayasa ulang proses bisnis, implementasi 

teknologi baru, dan praktik sumber daya 

manusia, sebagian besar memiliki elemen 
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sentral e-Government. Ke depan, 

pemerintah harus mempertimbangkan 

delapan tindakan berikut untuk membantu 

mengubah janji e-Government menjadi 

imbalan. 

a. Tetapkan Visi - dan Kasus Bisnis 

untuk e-Government 

Semua pemerintah perlu membuat 

gambaran yang jelas tentang seperti 

apa solusi e-government mereka, 

bagaimana mereka akan mencapainya 

dan kapan. Untuk melakukannya, 

mereka harus mulai dengan menjawab 

pertanyaan mendasar seperti: Layanan 

mana yang harus ditawarkan secara 

elektronik, dan sampai sejauh mana? 

Haruskah layanan diintegrasikan 

berdasarkan jenis layanan (misalnya, 

semua kebutuhan pekerjaan berdiri 

sendiri tanpa ketentuan layanan 

kesehatan atau sosial terkait)? 

Berdasarkan kebutuhan pemangku 

kepentingan? Menurut tingkat 

pemerintahan? Di semua tingkat 

pemerintahan? Melalui tahap 3 

(menawarkan portal multi-tujuan), 

pengaktifan web terbatas pada masing-

masing departemen dan dapat dicapai 

dengan sedikit gangguan organisasi. 

Setelah itu, pilihan yang dibuat 

pemerintah tentang jumlah integrasi 

layanan yang mereka inginkan akan 

menentukan bagaimana mereka terlihat 

dan beroperasi. Langkah paling 

penting dalam mendefinisikan visi e-

Government adalah pengembangan 

kasus bisnis yang menjustifikasi 

keadaan transformasi yang diinginkan. 

Kasus bisnis harus mengidentifikasi 

tabungan moneter dan nonmoneter 

serta implikasinya terhadap sumber 

daya manusia dan struktur organisasi. 

 

b. Bangun Kepercayaan Pelanggan 

dengan Privasi, Keamanan, dan 

Kerahasiaan  

Karena CRM dan penyimpanan 

data membuat informasi pelanggan 

tersedia secara luas di seluruh 

perusahaan, pemerintah harus semakin 

peka terhadap keprihatinan publik 

tentang sentralisasi informasi pribadi. 

Insiden hacker berskala besar yang 

berulang menunjukkan bahwa Internet 

jauh dari aman 100 persen, yang 

membuat memenangkan kepercayaan 

publik terhadap pengiriman layanan 

elektronik merupakan tantangan nyata. 

Jaminan kosong bahwa pemerintah 

akan menjaga pelanggan nformasi 

pribadi dan rahasia tidak akan cukup. 

Hukum perlu diberlakukan, dan - yang 

lebih penting - ditegakkan, menetapkan 

hukuman untuk akses dan distribusi 

ilegal baik oleh pihak luar maupun 

pemerintah sendiri. Beberapa negara 

mengambil langkah berani dalam 

bidang ini - misalnya, Kanada 

memiliki Infrastruktur Kunci Publik 

dan Australia memiliki Undang-

Undang Privasi tahun 1995. 

Pelanggaran keamanan mungkin masih 

terjadi, tetapi jumlah dukungan hukum 

yang tepat kemungkinan akan 

menghasilkan kepercayaan publik dan 

mempertahankan penggunaan. 

 

c. Rencanakan Teknologi untuk 

Pertumbuhan dan Keramahan 

Pelanggan 

Pertumbuhan eksponensial 

produk-produk teknologi dan penyedia 

layanan berarti pemerintah memiliki 

banyak pilihan dalam memilih alat 

untuk membangun kemampuan e-

Government mereka. Di sisi arsitektur, 

sistem harus didasarkan pada standar 

pemerintah yang konsisten untuk 

memfasilitasi integrasi skala besar dan 

membantu menyinkronkan 

pertumbuhan ketika departemen 

meningkatkan lingkungan komputasi 

mereka. Untuk memungkinkan 

manajemen informasi perusahaan, 

sistem harus terbuka dan dapat 

diskalakan, dan memiliki fleksibilitas 

bawaan yang cukup untuk 

diintegrasikan dengan database luar. 

Ini tidak hanya mencakup aplikasi 

Web, tetapi juga antarmuka telepon 

dan desktop. Karena aplikasi Internet 

memerlukan peningkatan akses basis 

data, arsitektur perlu diukur untuk 

memenuhi beban puncak. Di sisi 

antarmuka, pemerintah perlu 

mendedikasikan lebih banyak sumber 

daya untuk mempertahankan dua 

aplikasi. Dengan front-end Web yang 

beroperasi dengan antarmuka lain, 

lebih banyak waktu, energi, dan uang 
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diperlukan untuk meminimalkan 

gangguan dalam pemberian layanan. 

Situs Web itu sendiri harus dirancang 

untuk keramahan pengguna yang 

maksimal. Selain itu, karena 

kecakapan teknis bervariasi di antara 

pengguna, pemerintah harus 

mempertimbangkan penyediaan 

banyak antarmuka dan tutorial untuk 

mengakomodasi berbagai tingkat 

kemampuan. Akhirnya, pemerintah 

harus membangun kerangka kerja 

untuk mengukur kinerja sistem 

mereka. Biaya per transaksi, waktu 

layanan pelanggan, efisiensi basis data, 

dan sebagian besar metrik lainnya - 

termasuk umpan balik pengguna 

berbasis teks – dapat secara rutin 

dihitung atau diperoleh. Metrik ini 

harus diselaraskan dengan sasaran 

layanan pelanggan dan dimasukkan ke 

dalam desain e-Government. 

 

d. Kelola Saluran Akses untuk 

Mengoptimalkan Nilai 

Pemerintah yang berpusat pada 

pelanggan menyediakan berbagai cara 

untuk mengakses layanan berdasarkan 

preferensi pelanggan. Dengan e-

Government, muncul saluran baru 

yang mengharuskan organisasi untuk 

memikirkan kembali bagaimana 

mereka mengelola opsi pengiriman 

mereka - dimulai dengan penilaian 

permintaan. Hasil penelitian kami 

menunjukkan bahwa pemerintah 

mengharapkan pelanggan 

menggunakan Internet untuk akses 

utama ke hampir tiga kali lipat. Tetapi 

apa pengaruhnya terhadap telepon, 

surat, dan kunjungan langsung? Jika 

permintaan untuk saluran tradisional 

ini berkurang, mungkin sumber daya 

yang lebih sedikit akan diperlukan 

untuk mempertahankan tingkat 

layanan di titik-titik tersebut. Prioritas 

kepegawaian dan teknologi perlu 

disesuaikan untuk memenuhi 

permintaan layanan Internet yang terus 

meningkat. Kemungkinan target 

penempatan staf baru akan dalam 

pengembangan konten dan fungsi help 

desk online. Pemerintah harus mencari 

opsi pengiriman yang paling hemat 

biaya - opsi yang didasarkan pada 

kualitas dan selaras dengan preferensi 

pelanggan. Maka, masuk akal untuk 

bermain di preferensi yang semakin 

meningkat untuk Internet dengan tidak 

hanya mendorong penggunaan publik 

yang lebih besar, tetapi juga dengan 

membuat akses online dan layanan 

lebih banyak tersedia. Namun, 

pemerintah harus menyadari bahwa 

bahkan jika / ketika mayoritas warga 

negara memiliki akses Internet (di 

rumah atau dapat diakses dengan 

mudah), permintaan untuk pengiriman 

layanan tradisional tidak akan hilang. 

Nilai bagi pelanggan dan pemerintah 

dioptimalkan ketika pelanggan bisa 

mendapatkan layanan yang mereka 

inginkan melalui saluran yang mereka 

inginkan, dengan informasi pelanggan 

terintegrasi di semua titik kontak. 

 

e. Timbang In-Sourcing vs. 

Outsourcing 

Dengan semakin canggihnya 

teknologi, pemerintah akan 

menemukan pelanggan yang 

memastikan kepuasan lebih banyak 

terkait dengan sistem dan infrastruktur 

yang mendukung antarmuka pelanggan 

front-end. Jika pemerintah berniat 

menjaga manajemen sistem tetap di 

rumah, maka mereka harus 

meningkatkan persentase tenaga teknis 

untuk staf yang menghadapi warga 

negara. Pada saat yang sama, mereka 

harus memastikan bahwa anggota staf 

yang menghadapi warga memiliki 

keterampilan untuk mengoperasikan 

sistem yang dirancang untuk 

meningkatkan layanan pelanggan. 

Karena pelatihan perekrutan dan 

perbaikan mahal dan memakan waktu, 

pemerintah harus melihat dulu untuk 

mempertahankan dan / atau 

mempekerjakan kembali staf 

berkualitas yang sudah mereka miliki. 

Menawarkan insentif kinerja dan jalur 

karier yang kompetitif juga dapat 

meningkatkan tingkat retensi dan 

kinerja staf. Atau, pemerintah dapat 

bermitra lebih banyak dengan sektor 

swasta, meningkatkan keterampilan 

teknis dan efisiensi perusahaan untuk 

keunggulan kompetitif. Penelitian 

kami menunjukkan bahwa 75 persen 
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pemerintah secara keseluruhan dan 83 

persen pemerintah yang berpusat pada 

pelanggan saat ini memiliki - atau 

sedang dalam proses pengembangan - 

kemitraan formal dengan sektor swasta 

untuk melakukan outsourcing fungsi 

mulai dari manajemen TI hingga 

pemrosesan transaksi hingga 

administrasi program penuh. 

Outsourcing paling sering digunakan 

di Kanada dan Inggris, di mana 

masing-masing 89 persen dan 95 

persen pemerintah, menggunakan 

model publik-swasta. Beberapa, seperti 

Negara Bagian Utah di AS, sudah 

melakukan alih daya pengelolaan 

portal perusahaan mereka ke mitra 

swasta. Dalam mentransfer tanggung 

jawab ke sektor swasta, pemerintah 

menyerahkan kekuasaan lebih besar 

atas jumlah layanan yang lebih besar, 

dan dengan demikian volume 

pelanggan yang lebih besar. Masalah 

yang perlu dipertimbangkan oleh 

pemerintah adalah: dampak pada akses 

dan kualitas layanan kepada beragam 

kelompok pelanggan, potensi konflik 

dengan serikat pekerja dan 

kemampuan untuk mempertahankan 

mandat "layanan yang adil bagi semua" 

mereka. Mencapai keseimbangan 

antara efisiensi dan kontrol tanpa 

mengorbankan nilai pelanggan harus 

menjadi tujuan utama pemerintah 

ketika memutuskan bagaimana dan apa 

yang akan di-outsource. 

 

f. Menetapkan Rencana Investasi 

Yang Berfungsi dalam Siklus 

Pendanaan 

Dua masalah utama secara 

konsisten menghambat kemampuan 

pemerintah untuk memaksimalkan 

pengembalian investasi: kurangnya 

otoritas perencanaan teknologi pusat 

dan siklus pendanaan yang 

berkepanjangan. Baru-baru ini, banyak 

pemerintah telah meningkatkan peran 

CIO ke tingkat negara, tetapi beberapa 

CIO memiliki kekuatan formal yang 

diperlukan untuk mengendalikan 

investasi teknologi di seluruh 

perusahaan. Namun, bahkan ketika 

otoritas mereka meningkat, CIO 

dengan kekuatan yang lebih terpusat 

masih menghadapi masalah yang 

menakutkan: kebutuhan untuk 

standardisasi teknologi yang cepat, 

akuisisi dan penyebaran - ditambah 

percepatan perubahan teknologi secara 

keseluruhan - jauh melebihi kecepatan 

di mana pendanaan biasanya dapat 

diperoleh . Permintaan alokasi dan 

periode persetujuan harus bertepatan 

dengan sesi legislatif yang jarang 

bertemu, menghasilkan jendela 

peluang yang sempit. Selain itu, 

investasi saat ini dalam proses desain 

ulang dan teknologi mungkin tidak 

menghasilkan manfaat nyata hingga 

setelah implementasi awal, membuat 

pendanaan tambahan jauh lebih sulit 

untuk dibenarkan, terutama dalam 

organisasi yang menggunakan 

penganggaran kinerja. Tanpa strategi 

e-Government yang berwawasan ke 

depan di seluruh perusahaan ketika 

pengajuan anggaran dilakukan - dan 

CIO pusat yang kuat untuk 

mengoordinasikan pengembangannya 

- pemerintah menghadapi risiko 

membatasi kemampuan mereka untuk 

berkembang jauh melampaui tahap 3. 

 

g. Memahami Dampak Biaya untuk 

Transaksi 

Tidak hanya ada perdebatan 

sengit tentang pengenaan pajak 

penjualan atas barang dan jasa yang 

dibeli melalui Internet, tetapi 

pendekatan pemerintah terhadap biaya 

transaksi elektronik dengan warganya 

menjadi masalah pelik. Menerapkan 

biaya untuk membantu pemulihan 

biaya adalah hal biasa di semua 

departemen pemerintah; biaya-biaya 

ini umumnya diberi label "biaya 

pemrosesan" dan tidak dianggap 

sebagai pajak formal. (Contoh umum: 

biaya perpanjangan lisensi dan 

pembebanan untuk publikasi resmi 

pemerintah.) Dengan frontend Web 

yang dikaitkan dengan sistem 

manajemen pelanggan kantor 

belakang, biaya-pertransaksi akan 

berkurang, terutama karena siklus 

pemrosesan yang lebih pendek dan 

penggantian formulir elektronik untuk 

kertas. Pertanyaannya adalah: Apa 

yang akan dilakukan pemerintah 
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dengan tabungan? Apakah mereka 

akan meneruskannya kepada warga 

dalam bentuk biaya yang lebih rendah, 

Masalah biaya layanan memang 

menarik. Haruskah pemerintah 

membebankan biaya yang berbeda 

untuk layanan yang berbeda atau 

saluran akses jika Internet membawa 

biaya pemrosesan layanan portal ke 

tingkat yang sama rata? Apakah 

ekonomis, atau adil, membebankan 

tarif yang lebih tinggi kepada 

pelanggan dengan kualitas yang lebih 

rendah yang menggunakan saluran 

akses non-elektronik untuk 

mengkompensasi perbedaan dalam 

biaya pemrosesan? Pemerintah 

memungut pajak pada titik-titik dalam 

perdagangan di mana nilai tambah dan, 

seringkali, mengubah perilaku warga. 

Memvariasikan tingkat biaya antara 

saluran akses untuk mendorong lebih 

banyak penggunaan Internet dapat 

menciptakan tampilan pajak yang tidak 

didasarkan pada nilai tambah bagi 

pelanggan. Pemerintah perlu 

mengembangkan strategi yang dapat 

diterima secara politik dan ekonomis 

ketika menetapkan biaya, terutama 

ketika mempertimbangkan model 

portal swadana. 

 

h. Sertakan Program Manajemen 

Perubahan yang Kuat 

Transformasi ke e-Government 

tidak akan mudah. Tidak terkendali, itu 

bisa berakhir seperti teka-teki jigsaw 

setengah jadi. Dari perspektif 

manajemen, tujuan kemajuan melalui 

tahapan e-Government adalah untuk 

memastikan bahwa seluruh organisasi 

bergerak sebagai satu unit, mengalami 

gangguan sesedikit mungkin dalam 

layanan pelanggan dan memuncak 

dalam kepemilikan karyawan terhadap 

model pemberian layanan baru. Untuk 

menjadi sukses, pemerintah perlu: 

a. Kepemimpinan dengan 

Komitmen: Kepemimpinan harus 

terdiri dari beragam pejabat 

pejabat tinggi - termasuk gubernur 

/ menteri, CIO, kepala 

departemen, dan anggota legislatif 

-yang secara kolektif mendukung 

dan menyediakan sumber daya 

untuk memfasilitasi transisi ke 

model e-Government. Grup juga 

harus memiliki seorang juara 

tunggal yang menggerakkan 

inisiatif. 

b. Visi Bersama e-Government: 

Kepemimpinan harus memastikan 

bahwa karyawan di seluruh 

perusahaan memahami langkah 

menuju e-Government, -nya 

pentingnya, dan apa peran dan 

harapan mereka di bawah model 

baru. 

c. Penjangkauan Pelanggan: 

Jumlah perlawanan terhadap 

perubahan yang akan dialami oleh 

pemerintah dari staf mereka 

sendiri bisa pucat dibandingkan 

dengan apa yang mungkin mereka 

hadapi ketika mereka 

menghadirkan pelanggan dengan 

wajah e-Government yang baru. 

Visibilitas luas Internet saat ini 

akan membantu melunakkan 

dampak perubahan, tetapi 

pemerintah tidak harus 

mengandalkan kesadaran dasar 

pelanggan akan kemampuan 

online untuk menjamin 

penerimaan universal. Tidak 

hanya pemerintah yang 

seharusnya mengatur multi-stage, 

kampanye iklan multi-media 

menginformasikan kepada 

masyarakat tentang niat dan status 

mereka, mereka juga harus 

merencanakan untuk mengadakan 

sesi pelatihan - baik secara 

langsung dan online - untuk 

mengajari masyarakat bagaimana 

menggunakan layanan e- 

government. Mekanisme umpan 

balik pelanggan formal selama 

dan setelah pelatihan akan sangat 

penting bagi pemerintah untuk 

menilai kekuatan dan kelemahan 

dalam proses pemberian layanan. 

 

2. Penerapan SIMKIM sesuai tahap deloitte 

dan touche 

Dalam setiap instrumen teknologi pasti 

adanya sebuah tolak ukur bagi sebuah 

perkembangan sistem yang dijalankan sama 

halnya seperti penerapan e-government 

pemerintah yang sudah dijalankan oleh 
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masing – masing pihak instansi pemerintah 

pusat dan daerah. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan tahapan framework 

dari deloitte dan touche dalam mengukur 

sudah sejauh mana tahapan e-government 

yang sudah diterapkan olehI DirektoratI 

JenderalI ImigrasiI dalam KementerianI 

Hukum Dan Ham. Sudah dijelaskan 

sebelumnya pada kesesuaian penerapan e-

government dalam inpresI noI 3 tahunI 

2003 danI perpresI noI 95 tahun 2018, 

Direktorat Jenderal Imigrasi sudah 

menyiratkan beberapa kriteria sebuah 

kelayakan e-government menurut 

framework deloitte dan touche.  

Ada enam tahapan penerapan e-

government menurut frramework deloitte 

dan touche yaitu : 

Tahap 1: Penyebaran/PublikasiI Informasi 

Tahap 2: TransaksiI dengan Komunikasi 

DuaI ArahI 

Tahap 3: PortalI Multifungsi. 

Tahap 4: PersonalisasiI PortalI 

Tahap 5: PengelompokkanI LayananI 

Sejenis 

Tahap 6: IntegrasiI Secara PenuhI danI 

TransformasiI Organisasi 

 

Pada tahapan pertama framework 

deloitte dan touche tiap-tiap kementerian 

membuat website sendiri berbagai layanan 

yang tersedia dan kontak untuk bantuan 

lebih lanjut. Pada tahap ini, pemerintah 

membuat ensiklopedia elektronik yang 

mengurangi jumlah panggilan telepon yang 

harus dilakukan pelanggan untuk mencapai 

karyawan yang tepat yang dapat memenuhi 

permintaan layanan mereka.. PadaI tahapI 

iniI masihI terjadiI one-wayI 

communicationI diI manaI padaI website 

disediakanI informasi-informasiI umumI 

yangI berhubunganI denganI kementerian 

tersebut, pelayananI apaI sajaI yangI 

diberikan, sertaI kontakI yangI dapatI 

dihubungi untukI memperolehI informasiI 

lebihI lanjut. SelainI itu, layananI untukI 

pengunduhan dokumenI terkaitI jugaI 

disediakan, sepertiI formulirI atauI suratI 

isian. Penggunaan e-mail yangI ditujukanI 

bagiI kementerianI terkaitI jugaI termasukI 

padaI tahapI ini. Hal iniI bergunaI untukI 

mengurangiI banyaknyaI teleponI yangI 

masukI dari masyarakat danI mengurangiI 

penggunaanI kertas.  

Berdasarkan PeraturanI MenteriI 

KomunikasiI DanI InformatikaI Republik 

IndonesiaI NomorI  TahunI 2017 TentangI 

PenyelenggaraanI PortalI DanI SitusI Web 

BadanI PemerintahanI bahwaI dalamI 

rangkaI penatakelolaanI e-Government, 

optimalisasiI layananI publik, danI 

mempercepatI penyampaianI informasiI 

tentang kebijakanI danI programI 

pemerintahI yangI diselenggarakanI olehI 

Badan Pemerintahan, perluI menetapkanI 

PeraturanI MenteriI KomunikasiI 

Informatika tentangI PenyelenggaraanI 

PortalI danI SitusI WebI BadanI 

Pemerintahan. Peraturan MenteriI iniI 

bertujuanI untuk: 

a. MemberikanI panduanI dalamI 

penyelenggaraanI PortalI WebI 

dan/atauI Situs WebI BadanI 

Pemerintahan; 

b. MemfasilitasiI integrasiI layananI 

BadanI PemerintahanI berbasisI 

elektronik; 

c. MewujudkanI keterbukaanI informasiI 

publik; dan 

d. MemberikanI kemudahan 

PortalI WebI dan/atauI SitusI WebI BadanI 

PemerintahanI sekurang-kurangnya 

memilikiI kontenI meliputi: 

a. ProfilI BadanI Pemerintahan; 

b. NarasiI TunggalI terkaitI denganI 

kebijakanI danI programI prioritasI 

pemerintah sesuaiI arahanI Presiden; 

c. KebijakanI danI produkI hukumI 

BadanI Pemerintahan; 

d. PelaksanaanI programI danI kegiatanI 

lembagaI BadanI Pemerintahan; 

e. ProfilI layananI publikI padaI BadanI 

Pemerintahan; 

f. LayananI aspirasiI danI pengaduan; 

g. AkunI resmiI mediaI sosialI BadanI 

Pemerintahan; dan 

h. KontakI pengelolaI SitusI Web. 

 

Pentingnya portal website dalam penerapan e-

government pada lingkungan direktorat jenderal 

imigrasi sudah terjawab dengan adanya laman 

https://www.imigrasi.go.id/. Disini peneliti akan 

memberikan bukti konten pada laman tersebut untuk 

memenuhi syarat portal instansi pemerintah yang 

sudah sesuai dengan PeraturanI MenteriI 

KomunikasiI DanI InformatikaI RepublikI IndonesiaI 

Nomor  TahunI 2017I TentangI PenyelenggaraanI 

PortalI DanI SitusI WebI Badan Pemerintahan. 

AnalisisI terhadapI implementasiI e-governmentI diI 

https://www.imigrasi.go.id/
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direktorat jenderal imigrasiI dimulaiI dariI 

melakukanI pengecekanI terhadapI fitur-fiturI yangI 

adaI di websiteI resmi. Kemudian, fitur-fiturI 

tersebutI akanI dipetakanI keI tahapan 

pengimplementasianI e-governmentI denganI 

kerangkaI DeloitteI & Touche. Setiap hasilI 

pemetaanI fiturI tersebutI akanI dikonfirmasikanI 

kembaliI denganI wawancara terhadapI personilI 

terkait. 

PadaI tahapanI iniI masihI terjadiI one-wayI 

communicationI yangI manaI website 

kementerian/lembagaI hanyaI menyediakanI 

informasi-informasiI umumI terkait denganI 

kementerianI tersebut, jenis-jenisI layananI yangI 

diberikan, sertaI kontak yangI dapatI dihubungiI 

untukI memperolehI informasiI lebihI lanjut. Selain 

itu, layananI untukI pengunduhanI dokumenI terkaitI 

jugaI disediakan, sepertiI formulir atauI suratI isian. 

PenggunaanI e-mailI yangI ditujukanI bagiI 

kementerianI terkait juga termasukI padaI tahapI ini. 

Portal website imigrasi sekarang tidak hanya 

memberikan informasi pada masyarakat namun juga 

sudah memberikan fitur pelayanan baik kepada WNI 

maupun WNA. Beberapa pelayanan yang dapat 

diakses melalui website yaitu berupa layanan visa 

online, layanan visa bekerja dan liburan (SRPI), 

Aplikasi pelaporan orang asing, Aplikasi Lapor, 

Layanan izin tinggal online, Layanan paspor antrian 

online. Dari ke enam layanan yang terdapat pada 

website imigrasi tersebut peneliti mengambil layanan 

antrian paspor online guna melihat tahapan 

selanjutnya dari framework deloitte dan touche. 

TahapI 2 adalahI “officialI twoI wayI 

transactions” atauI transaksiI Komunikasi DuaI 

ArahI yaituI transaksiI antaraI masyarakatI denganI 

pemerintah. PengertianI dua arahI dalamI halI iniI 

adalahI adanyaI hubunganI timbalI balikI antaraI 

pihak pengguna, dalamI halI iniI masyarakat, denganI 

pihakI pemerintahI sebagaiI penyedia layanan. MisalI 

dibidangI imigrasiI bilaI seseorangI akanI membuatI 

pasporI secara online, yangI bersangkutanI bisaI 

mengisiI dataI diriI danI tentunyaI tidakI perlu 

mengantri, hanyaI menyiapkanI berkas-berkasI 

syaratI pembuatanI pasporI kemudian discanI danI 

diinputI sesuaiI denganI tahapanI pembuatanI pasporI 

yangI ada. Website harusI dilengkapiI denganI 

perangkatI keamananI sepertiI digitalI signature, 

untuk menjaminI informasiI pribadiI masyarakatI 

yangI disimpanI amanI dari penyalahgunaanI 

informasi. 

SelarasI denganI kerangkaI teoriI e-

governmentI yangI diusungI olehI Deloitte dan 

Touche, BonhamI (2001) menyebutkanI bahwaI 

setiapI sektorI e-governmentI terdiri dariI tigaI 

kategoriI yaituI e-governance, e-service, and e-

knowledge seperti diilustrasikanI padaI tabelI 3.4 

dibawahI ini. Tabel 3.4 merupakanI aktivititasI di 

setiap kategoriI yaituI G2C, G2B, and G2G. MenurutI 

BonhamI bahwaI penyelenggaraan e-governanceI 

sektorI G2C diharapkanI dapatI mendorongI 

masyarakatI terlibatI dan berpartisipasiI terhadapI 

prosesI politikI melaluiI forumI diskusiI secaraI 

online, sedangkanI melaluiI e-serviceI (pendaftaranI 

pasporI online, pendaftaranI jaminan fidusia) 

memberikanI kesempatanI untukI beraktivitasI 

melaluiI layananI ataupun konsultasiI secaraI 

individual, kemudianI padaI sektorI e-knowledgeI 

yaitu: 

 

Tabel 1 Kategori dan Sektor e-government 
Categories of E-Government 

Sectors E-Governance E-Service E-

Knowledge 

Govern

ment-to-

Citizen 

Encouraging citizens 

to become involved 

in participatory 
access to the political 

process through 

online discussion 
forums, chat rooms, 

etc. 

Provide electronic 

opportunities to 

conduct activities 
such as making 

payments or 

obtaining 
consulting services 

for individuals. 

Provide 

information 

about 
governmental 

activities that 

are important 
to citizens. 

Govern

ment-to-

Business 

Providing businesses 

with opportunities to 
give input on 

business regulations 

Make payments, 

file for licenses, 
download files 

needed for 

business, etc. 

Deliver 

information 
relevant to 

specific 

business 
needs. 

Govern

ment-to-

Govern

ment 

Facilitate 

communication 

among government 

agencies to enhance 

interrelationships 
among agencies 

Exchange files 

between agencies; 

provide internal 

government 

services. 

Intergovernm

ental access to 

government 

information 

systems. 

Sumber : (Nugroho, 2016) 

 

PemerintahI menyediakanI informasiI 

yangI pentingI bagiI masyarakatI terkait 

aktivitasI atauI kegiatanI yangI dilakukan. 

HinggaI saatI iniI direktoratI jenderal 

imigrasiI sudahI berkembangI padaI sektorI 

G2C, G2G, dan G2E yaituI sebagai berikut: 

a. Simkim dalam rangka implementasi 

layanan public berbasis elektronik 

melalui implementasi aplikasi 

APAPO, visa online, izin tinggal 

online, APOA, dll. 

b. Pemanfataan data NIK dari sistem 

Adminduk dalam system penerbitan 

paspor; 

c. Interkoneksi sistem pembayaran PNBP 

Keimigrasian dengan sistem 

SIMPONI; 

d. Interkoneksi dengan sistem tenaga 

kerja untuk pemberian izin tinggal bagi 

TKA; 
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e. Interkoneksi dengan sistem BP2MI 

untuk validasi PMI; 

f. Interkoneksi dengan BKPM untuk 

pemodal asing. 

g. Integrasi dengan sistem Interpol untuk 

pencegahan dan penangkalan orang; 

h. Pendaftaran ICAO public key directory 

untuk pembacaan paspor elektronik 

antar negara. 

MasyarakatI jugaI dapatI mengaksesI 

pelayananI publikI yangI lainI danI dapat 

mengetahuiI seberapaI aktifI portal-portalI yangI adaI 

melaluiI banyaknya pengunjung portalI tersebut. 

SemakinI banyakI pengunjungI dariI suatuI portalI 

menunjukan portal tersebutI sangatI aktifI danI 

banyakI masyarakatI yangI mendapatkanI layananI 

yang diberikan. 

DirektoratI JenderalI ImigrasiI adalahI bagianI 

dariI unsurI pemerintahanI negara dalamI 

memberikanI pelayananI keimigrasian, penegakanI 

hukum, keamananI negara danI fasilitatorI 

pembangunanI kesejahteraanI masyarakat. SeberapaI 

aktifI suatuI situs dapatI dilihatI berdasarkanI 

statistikI melaluiI pengunjungI laman, masyarakat 

penggunaI dapatI berinteraksiI ataupunI hanyaI 

mencariI informasiI yangI disediakan olehI webI 

tersebut. SepertiI halnyaI denganI situsI yangI adaI 

diI unitI layanan di KementerianI HukumI danI 

HAMI sebagaiI berikutI padaI gambarI  diI bawahI ini. 

 

Gambar 4 Jumlah pengunjung laman imigrasi 

Sumber :https://www.statshow.com/www/imigrasi.g

o.id, 2020 

 

JumlahI pengunjungI yangI membukaI lamanI 

situsI imigrasi.go.idI perhariI rata-rataI 20.236 

viewers. DataI tersebutI menggambarkanI bahwaI 

situsI tersebutI sangat aktif, mengingatI KementerianI 

HukumI DanI HAM sudah menerapkan dan 

mengembangkanI e-governmentI khususnyaI 

DirektoratI JenderalI ImigrasiI yang mempunyaiI 

tugasI danI fungsiI memberikanI pelayananI diI 

bidangI keimigrasian. UntukI memberikanI 

pelayananI yangI optimalI sesuaiI denganI prinsip-

prinsip pemerintahanI yangI baikI yangI termaktubI 

diI dalamI Undang-UndangI Nomor 25 TahunI 2009I 

tentangI PelayananI PublikI danI Undang-UndangI 

NomorI 14I Tahun 2008I tentangI KeterbukaanI 

InformasiI PublikI yaituI bahwaI setiapI informasi 

publik harusI dapatI diperolehI denganI cepat, tepatI 

waktu, biayaI ringan, danI caraI yang sederhana. 

PemanfaatanI teknologiI informasi, berbasisI webI 

khususnyaI melalui mediaI sosialI atauI jejaringI 

sosialI dalamI melaksanakanI diseminasiI informasi 

publikI menjadiI salahI satuI terobosanI yangI sangatI 

pentingI karenaI sifatnyIa cepat, mudah, tepatI waktu, 

danI tentuI sajaI murah. HalI iniI dikarenakanI 

Direktorat ImigrasiI sudahI memberikanI pelayananI 

kepadaI masyarakatI secaraI onlineI system antaraI 

lainI layananI paspor, visa, layananI IzinI Tinggal, 

layananI informasiI antrian layananI paspor, aplikasiI 

pelaporanI orangI asingI danI layananI pengaduan 

masyarakat. SelainI itu, situsI DirektoratI ImigrasiI 

jugaI menyediakanI surveiI online terkaitI pelayananI 

yangI diberikanI kepadaI masyarakat. FungsiI surveiI 

online adalah untukI mengetahuiI kualitasI layananI 

yangI ada, masyarakatI dapatI berpartisipasiI di 

dalamI memberikanI penilaianI terkaitI layanan, 

karenaI hasilI surveiI akanI digunakan untukI 

mengevaluasiI layananI yangI diberikan.  

Tahap 3: Portal Multifungsi. Ini adalah titik di mana 

pemerintah yang berpusat pada pelanggan melakukan 

terobosan besar dalam pemberian layanan. 

Berdasarkan kenyataan bahwa kebutuhan pelanggan 

dapat melintasi batas-batas departemen, portal 

memungkinkan pelanggan untuk menggunakan satu 

titik masuk untuk mengirim dan menerima informasi 

dan untuk memproses transaksi moneter di berbagai 

departemen. Pada intinya, pemerintah memperluas 

konsep pengiriman onestop untuk memenuhi 

serangkaian kebutuhan pelanggan yang lebih luas 

baik di dalam maupun di luar layanan pemerintah. 

Satu portal masyarakat yang dapat mengirim atau 

menerima informasi dan bertransaksi dengan satu 

kementerian maupun dengan kementerian lain yang 

bersangkutan sudah diimplementasi sehingga 

masyarakat dapat memperoleh pelayanan dan 

informasi dari pemerintah dari satu tempat saja. 

Tahap ini merupakan suatu bentuk kenyamanan yang 

diberikan pemerintah bagi masyarakatnya karena 

masyarakat mendapatkan kemudahan dalam 

mengakses informasi dan layanan apa saja yang dapat 

dilakukan secara online. Jadi masyarakat tidak akan 

kesulitan dengan membuka situs web masing-masing 

kementerian jika ingin menggunakan layanan online 

pemerintah. Untuk Direktorat Jenderal Imigrasi 

belum ada tanda – tanda penerapan e-government 

pada tahap ketiga ini dan hasil penelitian ini dapat 

dijadikan  sebagai usulan kepada instansi terkait untuk 

menerapkan e-government ke tahapan – tahapan 

selanjutnya 
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KESIMPULAN 
Kontribusi yang Dihasilkan, berdasarkan hasil 

analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini maka 

dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama 

Instruksi Presiden No 3 tahun 2003 tentang Kebijakan 

dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government 

merupakan landasan pertama bagi pemerintah di 

Indonesia memasuki tahapan digitalisasi 

pemerintahan yang mengakibatkan Pemerintah Pusat 

maupun Daerah membuat layanan pemerintahan 

berbasis elektronik mereka sendiri berdasarkan Inpres 

tersebut. Pada Inpres tersebut berisi tahapan yang 

digunakan dalam mengembangkan E-government 

masing – masing pemerintahan yaitu persiapan, 

pematangan, pemantapan, dan pemanfaatan. Tidak 

lepas juga pada panduan arsitektur E-government 

yang digunakan serta bentuk sistem informasi 

pelayanan publik yang sudah berbasis elektronik. 

Peraturan tersebut lalu dikembangakan menjadi 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 

Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik yang sudah memuat secara lengkap ruang 

lingkup pengaturan dalam peraturan presiden ini. 

Ruang lingkup tersebut yaitu Tata Kelola SPBE, 

Manajemen SPBE, Audit Teknologi Informasi dan 

Komunikasi, penyelenggara SPBE, percepatan SPBE, 

dan pemantauan dan evaluasi SPBE. Tidak 

ketinggalan Direktorat Jenderal Imigrasi juga 

mengembangakan sistem Pemerintahan berbasis 

elektroniknya sendiri yang biasa disebut Sistem 

Informasi Keimigrasian (SIMKIM). Peneliti disini 

memberikan bukti terkait kesesuaian perancangan 

SIMKIM berdasarkan Inpres No 3 Tahun 2003 serta 

pengembangan SIMKIM yang disesuaikan dengan 

ruang lingkup  berdasarkan Perpres No 95 Tahun 

2018. Dapat diambil kesimpulan bahwa Sistem 

Informasi Keimigrasian (SIMKIM) dirancang sesuai 

dengan Inpres No 3 Tahun 2003 melalui proses 

persiapan, pematangan, pemantapan, dan 

pemanfaatan dan tidak lepas juga proses 

restrukturisasi SIMKIM ke versi kedua yang sudah 

diaplikasikan sejak tahun 2019. Pengembangan 

SIMKIM juga sudah disesuaikan dengan ruang 

lingkup Perpres No 95 Tahun 2018.  

Yang kedua yakni dalam membuat evaluasi 

perkembangan SIMKIM disini peneliti menggunakan 

tahapan penerapan E-government dari deloitte dan 

touche yang disebutkan bahwa terdapat 6 tahapan 

yaitu Tahap 1: Penyebaran/Publikasi Informasi, 

Tahap 2: Transaksi dengan Komunikasi Dua Arah, 

Tahap 3: Portal Multifungsi, Tahap 4: Personalisasi 

Portal, Tahap 5: Pengelompokkan Layanan Sejenis, 

Tahap 6: Integrasi Secara Penuh dan Transformasi 

Organisasi. Penerapan E-government pada Direktorat 

Jenderal Imigrasi sudah mencapai tahapan ke 2 

dengan dibuktikannya yaitu pada tahapan pertama 

dengan pembuatan website imigrasi yang disesuaikan 

dengan Peraturan Menteri Komunikasi Dan 

Informatika Republik Indonesia Nomor Tahun 2017 

Tentang Penyelenggaraan Portal Dan Situs Web 

Badan Pemerintahan dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi 

Pelayanan Publik Nasional yang memberikan 

informasi kepada khalayak umum. Serta tahap kedua 

yang dibuktikannya dari pemohon yang sudah dapat 

memberikan informasi terkait kependudukannya 

dalam melakukan Antrian Paspor Online (APAPO) 

melalui laman website maupun aplikasi yang dapat 

diunduh sendiri ke ponsel masing – masing. 

SARAN 
Dalam mengoptimalisasi penerapan E-

government di Direktorat Jenderal Imigrasi terdapat 

beberapa saran yang bisa diterapkan.  

Yang pertama perlunya Direktorat Jenderal 

imigrasi membuat evaluasi tahunan penerapan E-

government yang disesuaikan dengan Peraturan 

Presiden Nomor 95 Tahun 2018 sehingga 

memudahkan dalam pengelompokan data yang 

meliputi ruang lingkup peraturan tersebut yaitu Tata 

Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Audit Teknologi 

Informasi dan Komunikasi, penyelenggara SPBE, 

percepatan SPBE, dan pemantauan dan evaluasi 

SPBE.  

Yang kedua belum ada tanda – tanda penerapan 

E-government pada tahapan selanjutnya menurut 

tahapan penerapan E-government deloitte da touche 

pada tahapan ketiga yang berupa Portal Multifungsi, 

ni adalah titik di mana pemerintah yang berpusat pada 

pelanggan melakukan terobosan besar dalam 

pemberian layanan. Berdasarkan kenyataan bahwa 

kebutuhan pelanggan dapat melintasi batas-batas 

departemen, portal memungkinkan pelanggan untuk 

menggunakan satu titik masuk untuk mengirim dan 

menerima informasi dan untuk memproses transaksi 

moneter di berbagai departemen. Pada intinya, 

pemerintah memperluas konsep pengiriman onestop 

untuk memenuhi serangkaian kebutuhan pelanggan 

yang lebih luas baik di dalam maupun di luar layanan 

pemerintah. Satu portal masyarakat yang dapat 

mengirim atau menerima informasi dan bertransaksi 

dengan satu Kementerian maupun dengan 

Kementerian lain yang bersangkutan sudah 

diimplementasi sehingga masyarakat dapat 

memperoleh pelayanan dan informasi dari pemerintah 

dari satu tempat saja. Tahap ini merupakan suatu 

bentuk kenyamanan yang diberikan pemerintah bagi 

masyarakatnya karena masyarakat mendapatkan 

kemudahan dalam mengakses informasi dan layanan 
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apa saja yang dapat dilakukan secara online. Jadi 

masyarakat tidak akan kesulitan dengan membuka 

situs web masing-masing kementerian jika ingin 

menggunakan layanan online pemerintah. Sebagai 

contohnya, portal yang dimiliki pemerintah Australia 

Selatan (www.sa.gov.au) mempunyai fitur “business 

channel”, di mana portal tersebut dapat digunakan 

oleh pelanggan untuk membayar tagihan, pengaturan 

rekening bank, maupun membuat usaha jual beli 

saham sendiri 
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